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Abstrak:  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam meningkatkan daya saing 
di pasar internasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis 
literatur dan wawancara dengan pakar ekonomi, penelitian ini mengeksplorasi berbagai langkah 
yang telah dan dapat diambil oleh Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan 
global. Fokus utama penelitian meliputi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan 

kualitas produk ekspor, optimalisasi teknologi, serta reformasi kebijakan perdagangan dan 
investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah strategis 
melalui implementasi kebijakan seperti penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas 
infrastruktur logistik, dan perjanjian dagang internasional seperti Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP). Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, termasuk 
kurangnya inovasi, hambatan regulasi, dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, 
dan masyarakat untuk mendorong diversifikasi produk, adopsi teknologi tinggi, serta promosi 
produk unggulan di pasar global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang 
komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan merupakan kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan 

daya saing di pasar internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi studi 

kasus sektor tertentu yang berpotensi menjadi motor penggerak ekspor, seperti manufaktur, 
teknologi digital, dan produk berbasis kreatif. 
 
Kata kunci: Daya Saing, Perdagangan Global, Pasar Internasional 
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A. Pendahuluan 
Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, strategi Indonesia dalam meningkatkan daya 

saing di pasar internasional menjadi sangat krusial. Dengan potensi sumber daya alam yang 

melimpah dan populasi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di 

pasar global. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar, seperti persaingan dari 

negara-negara lain yang semakin ketat dan perubahan tren pasar yang cepat. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif untuk mengoptimalkan daya saing 

produk Indonesia, baik melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, maupun strategi 

pemasaran yang efektif (Hermawan dkk, 2022; Rahmah & Ibrahim, 2023). Dalam konteks ini, 

pengembangan sektor-sektor unggulan seperti kakao, jahe, dan produk halal menjadi fokus 

utama, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi ekspor Indonesia di pasar internasional 

(Nurjati, 2022; Izzatin dkk, 2023; Qoniah, 2022). Melalui kebijakan yang mendukung dan 

kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, Indonesia dapat merumuskan 

strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar 

global. 

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Menurut World Bank, infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting bagi aktivitas 

ekonomi seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, dan distribusi. Kurniawan dan Ihsan 

(2021) menekankan bahwa dengan infrastruktur yang baik, negara dapat meningkatkan efisiensi 

logistik, menarik investasi, memperluas konektivitas antarwilayah, dan mendorong daya saing 

ekonomi di pasar global. Sebagai salah satu negara berkembang dengan tantangan geografis 

yang kompleks, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi makro. Indonesia telah meluncurkan berbagai program 

pembangunan infrastruktur, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Tol Laut, untuk 

meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur. 

Proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, pelabuhan Patimban, 

dan kereta cepat Jakarta-Bandung, dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih 

produktif. Namun, meskipun beberapa proyek berhasil meningkatkan konektivitas, 

ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah masih menjadi masalah utama. 

 

Menurut Farhan dan Sugianto (2022) ketimpangan ini terlihat dari kontribusi ekonomi yang 

tidak merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 50% Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia 

memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses dan 
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kualitas infrastruktur yang berdampak pada distribusi ekonomi nasional. Selain ketimpangan, 

tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur meliputi keterbatasan 

pendanaan dan hambatan regulasi, seperti proses pembebasan lahan yang lambat. Untuk 

mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah telah menggandeng sektor swasta melalui skema 

Public-Private Partnership (PPP) (Rashed et al, 2017). Namun, implementasi skema ini masih 

memerlukan perbaikan untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan 

infrastruktur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, 

artikel ini akan mengeksplorasi dampak positif infrastruktur terhadap perekonomian, tantangan 

yang dihadapi dalam pembangunan, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi 

dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan tentang bagaimana pengelolaan infrastruktur yang efektif dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran infrastruktur 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena 

memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai data sekunder dari sumber yang kredibel guna 

memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis 

hubungan antara pembangunan infrastruktur dan indikator ekonomi makro, seperti Produk 

Domestik Bruto (PDB), investasi, efisiensi logistik, dan distribusi ekonomi wilayah. Sumber data 

yang digunakan sepenuhnya berasal dari data sekunder, seperti laporan pemerintah Indonesia 

(Kementerian PUPR, BPS, BKPM), publikasi internasional (World Bank, IMF, World Economic 

Forum), dan artikel jurnal ilmiah terkait. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada database daring seperti 

Google Scholar, ResearchGate, dan portal pemerintah untuk mendapatkan jurnal, laporan, serta 

dokumen resmi. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, fokus pada 

pembangunan infrastruktur, dan berasal dari sumber terpercaya yang terkini (5–10 tahun 

terakhir). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi berdasarkan tema utama, seperti 

kontribusi infrastruktur terhadap PDB, investasi, dan pemerataan wilayah. Analisis data 

dilakukan menggunakan pendekatan tematik, melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data 

untuk mengidentifikasi tema utama (efisiensi logistik, produktivitas), kategorisasi tema ke dalam 

dampak langsung dan tidak langsung, serta interpretasi data yang menghubungkan temuan 

dengan teori-teori ekonomi makro dan praktik pembangunan infrastruktur. 

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari laporan 

pemerintah, publikasi internasional, dan artikel ilmiah untuk memastikan konsistensi informasi. 

Cross-referencing juga digunakan untuk menguji akurasi temuan. Hasil analisis ini diharapkan 
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memberikan wawasan tentang peran strategis infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi makro di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

infrastruktur, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi serta pemerataan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pendekatan studi literatur ini memungkinkan 

penelitian dilakukan secara komprehensif, menggunakan data yang tersedia untuk memberikan 

analisis mendalam tentang bagaimana infrastruktur dapat menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. 

 

C. Pembahasan  
Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro 

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

makro suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan 

fasilitas energi, memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas nasional. Menurut 

World Bank (2021), investasi di sektor infrastruktur dapat menciptakan efisiensi logistik yang 

lebih baik, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Hal ini 

pada akhirnya meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Di Indonesia, proyek 

infrastruktur besar seperti jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra telah memberikan dampak 

positif terhadap konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini tidak hanya mendukung distribusi 

barang tetapi juga memperkuat hubungan antara pusat-pusat produksi dan pasar. Studi dari 

Bappenas menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur sebesar 1% dari PDB dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi 

langsung infrastruktur terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Selain itu, infrastruktur energi, seperti pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi, 

mendukung kelancaran aktivitas bisnis dan industri. Peningkatan ketersediaan energi menjadi 

faktor penting dalam menarik investor asing yang membutuhkan pasokan energi stabil untuk 

operasional mereka (Kim dkk, 2017). Sebagai contoh, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang 

dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengatasi defisit listrik di berbagai wilayah, sehingga 

mendukung pengembangan industri di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau. 

Namun, meskipun manfaat infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sangat jelas, 

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. 

Infrastruktur yang ada saat ini cenderung terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur 

Indonesia seperti Papua dan Maluku masih tertinggal dalam hal akses dan kualitas infrastruktur. 

Ketimpangan ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Pentingnya infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan bahwa 

investasi yang berkelanjutan dan terencana di sektor ini harus menjadi prioritas utama 

pemerintah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public-Private 

Partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani 
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anggaran negara. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik. 

 

Infrastruktur dan Peningkatan Investasi 

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor utama yang mendorong daya tarik 

investasi di suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang baik memberikan kemudahan bagi 

investor dalam menjalankan operasional bisnis, mulai dari akses transportasi, energi yang stabil, 

hingga sistem logistik yang efisien. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur besar-besaran, 

seperti pelabuhan Patimban dan kereta cepat Jakarta-Bandung, telah menunjukkan dampak 

positif terhadap minat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Laporan BKPM 

(2021) menyebutkan bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat distribusi 

barang tetapi juga menciptakan efisiensi biaya operasional bagi Perusahaan (Perdana dkk, 2023). 

Contohnya, pelabuhan Patimban dirancang untuk menjadi pusat logistik utama bagi sektor 

otomotif, yang akan menurunkan biaya ekspor kendaraan ke pasar global. Infrastruktur ini telah 

menarik minat investor asing, terutama dari Jepang, yang selama ini menjadi salah satu mitra 

utama dalam industri otomotif Indonesia. 

Selain itu, Supriatna (2023) menyoroti pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol 

dan rel kereta api telah membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. 

Hal ini memberikan peluang bagi investor untuk mengembangkan bisnis di daerah-daerah baru, 

khususnya di sektor manufaktur, logistik, dan pariwisata. Proyek jalan tol Trans-Sumatra, 

misalnya, telah menarik investasi baru di sektor perkebunan, industri olahan, dan pariwisata di 

wilayah Sumatra. Namun, meskipun pembangunan infrastruktur telah meningkatkan daya tarik 

investasi di beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi 

tantangan. Infrastruktur yang terpusat di wilayah barat Indonesia, terutama Pulau Jawa, 

membuat investasi lebih banyak terkonsentrasi di kawasan tersebut. Wilayah timur Indonesia, 

seperti Papua dan Nusa Tenggara, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti 

jalan, pelabuhan, dan energi, yang menghambat masuknya investasi besar di wilayah tersebut. 

Ketimpangan infrastruktur ini memperkuat kesenjangan ekonomi antarwilayah, di mana 

wilayah yang memiliki infrastruktur lengkap cenderung lebih berkembang dibandingkan 

wilayah yang infrastrukturnya minim (Gozali & Ernawati, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, 

diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih merata 

ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga perlu mendorong investasi melalui skema 

insentif untuk investor yang bersedia mengembangkan bisnis di wilayah yang kurang 

berkembang. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Public-Private 

Partnership (PPP) perlu ditingkatkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa 

terlalu membebani anggaran negara. Pemerintah dapat memberikan jaminan investasi atau 

insentif fiskal bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur di daerah-daerah 
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tertinggal. Dengan pendekatan ini, infrastruktur tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi Antarwilayah 

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional 

tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah 

(Banerjee dkk, 2020; Jiang dkk, 2011; Ma’rifah, 2022). Di negara dengan kondisi geografis yang 

kompleks seperti Indonesia, infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas 

antarwilayah, memperluas akses pasar, dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah 

terpencil. Namun, meskipun investasi besar-besaran telah dilakukan dalam pembangunan 

infrastruktur, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan signifikan yang dihadapi 

Indonesia. Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, memiliki infrastruktur yang 

jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Pulau Jawa 

menyumbang lebih dari 50% PDB nasional karena memiliki jaringan jalan tol, pelabuhan, dan 

fasilitas energi yang lengkap. Sebaliknya, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan 

Nusa Tenggara masih tertinggal dalam hal akses infrastruktur dasar. Keterbatasan ini 

menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan daya tarik investasi di wilayah tersebut, 

sehingga memperparah ketimpangan ekonomi nasional. 

Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan harga barang antara wilayah barat dan timur. 

Program Tol Laut, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga melalui peningkatan 

konektivitas maritim, telah memberikan dampak positif pada penurunan biaya distribusi barang 

di beberapa wilayah. Namun, efektivitas program ini masih terbatas karena pelabuhan di wilayah 

timur belum dilengkapi dengan fasilitas logistik modern. Selain itu, konektivitas darat yang 

terbatas di wilayah tersebut menghambat distribusi barang dari pelabuhan ke daerah 

pedalaman. Proyek jalan tol seperti Trans-Sumatra dan Trans-Jawa telah memperkuat 

konektivitas di Pulau Sumatra dan Jawa, yang berdampak positif pada percepatan pertumbuhan 

ekonomi regional. Namun, proyek-proyek serupa di wilayah timur, seperti Papua dan Nusa 

Tenggara, masih sangat minim. Misalnya, jalan Trans-Papua yang dirancang untuk 

meningkatkan mobilitas di wilayah tersebut belum sepenuhnya selesai dan menghadapi 

tantangan geografis serta konflik sosial. 

Selain infrastruktur transportasi, akses energi juga menjadi isu penting dalam pemerataan 

ekonomi. Wilayah timur Indonesia sering kali mengalami defisit listrik, yang menghambat 

aktivitas industri dan bisnis. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang digagas pemerintah 

bertujuan untuk memperbaiki situasi ini, tetapi realisasi proyek tersebut lebih banyak terfokus 

di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara daerah-daerah terpencil masih kurang mendapatkan 

perhatian. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi pembangunan infrastruktur 

yang lebih merata dan terarah. Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah: 
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a. Fokus pada Infrastruktur Dasar di Wilayah Tertinggal: Pemerintah harus memprioritaskan 

pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik di wilayah timur 

Indonesia untuk mendukung aktivitas ekonomi di sana. 

b. Integrasi Transportasi: Proyek infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi, 

mencakup konektivitas darat, laut, dan udara, agar distribusi barang dan mobilitas 

masyarakat lebih efisien. 

c. Insentif untuk Investasi di Wilayah Tertinggal: Pemerintah dapat memberikan insentif 

fiskal dan non-fiskal kepada investor yang bersedia mengembangkan bisnis di wilayah 

yang infrastrukturnya kurang berkembang. 

d. Peningkatan Kapasitas Logistik: Modernisasi pelabuhan di wilayah timur, seperti 

pengadaan gudang logistik dan fasilitas bongkar muat yang efisien, perlu dipercepat untuk 

mendukung program Tol Laut. 

Pemerataan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak positif bagi wilayah-wilayah 

tertinggal tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif secara nasional 

(Fahmi dkk, 2020). Dengan konektivitas yang lebih baik, potensi ekonomi dari seluruh wilayah 

Indonesia dapat dimaksimalkan, sehingga mengurangi kesenjangan dan menciptakan 

keseimbangan pembangunan yang lebih adil. 

 

Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur 

Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan ekonomi di Indonesia, proses pelaksanaannya tidak terlepas dari 

berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan pendanaan, hambatan 

regulasi, masalah pembebasan lahan, serta ketimpangan akses infrastruktur antarwilayah. 

Tantangan-tantangan ini menjadi penghambat utama dalam upaya mempercepat pembangunan 

infrastruktur yang efektif dan merata. 

a. Keterbatasan Pendanaan 

Pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur 

di Indonesia. Proyek infrastruktur berskala besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan 

pembangkit listrik, membutuhkan investasi yang sangat besar. Berdasarkan data 

Kementerian Keuangan (2021), kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk mendukung 

Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan mencapai Rp 6.445 triliun hingga tahun 

2024. Namun, anggaran pemerintah hanya mampu menutupi sekitar 30% dari 

kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta melalui skema 

Public-Private Partnership (PPP). 

Meskipun skema PPP telah berhasil menarik investor untuk beberapa proyek besar seperti 

kereta cepat Jakarta-Bandung, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti 

kurangnya insentif yang menarik bagi investor dan risiko finansial yang tinggi. Selain itu, 

pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi keuangan negara, sehingga alokasi 
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anggaran untuk infrastruktur cenderung mengalami tekanan sehingga , Simanjuntak, dkk 

(2022) mencatat bahwa pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk 

mengatasi dampak pandemi, yang mengakibatkan pengalihan dana dari proyek 

infrastruktur ke program pemulihan ekonomi nasional.. 

b. Hambatan Regulasi dan Perizinan 

Regulasi yang kompleks dan proses perizinan yang memakan waktu menjadi salah satu 

penghambat utama pembangunan infrastruktur (Damoah & Kumi, 2018). Proses 

persetujuan proyek, khususnya dalam tahap awal, sering kali melibatkan banyak instansi 

pemerintah, yang menyebabkan keterlambatan realisasi proyek (Hu dkk, 2018). Misalnya, 

beberapa proyek jalan tol strategis sempat tertunda karena adanya tumpang tindih 

kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Pemerintah telah mencoba menyederhanakan regulasi melalui penerapan Undang-

Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang bertujuan untuk mempercepat proses 

perizinan dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, implementasi 

kebijakan ini masih memerlukan waktu untuk mencapai efektivitas penuh. 

c. Masalah Pembebasan Lahan 

Adrianto, dkk (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masalah pembebasan 

lahan merupakan salah satu tantangan klasik dalam pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Proses pembebasan lahan sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat 

lokal karena harga ganti rugi yang dianggap tidak sesuai atau tidak transparan. Hal ini 

menyebabkan keterlambatan pada proyek-proyek besar, seperti jalan tol Trans-Sumatra 

dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah dirancang untuk mengatasi 

masalah ini. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan di lapangan, terutama di 

wilayah-wilayah yang memiliki sistem kepemilikan tanah adat atau komunal. 

d. Ketimpangan Akses Infrastruktur Antarwilayah 

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia 

menjadi tantangan yang terus-menerus dihadapi. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi 

memiliki akses infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Di sisi lain, 

wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara masih tertinggal dalam hal 

akses jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik. Hal ini menghambat aktivitas ekonomi di 

wilayah tersebut dan memperparah kesenjangan ekonomi nasional. Ketimpangan ini 

mencerminkan kurangnya perencanaan yang terintegrasi dalam pembangunan 

infrastruktur. Sebagai contoh, proyek jalan Trans-Papua yang dirancang untuk 

meningkatkan konektivitas di Papua masih menghadapi banyak kendala geografis dan 

sosial, yang menyebabkan progresnya lambat. 

e. Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan 
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Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur, beberapa 

langkah strategis dapat diambil: 

- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemerintah dapat mengembangkan skema 

pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi infrastruktur atau kemitraan 

bilateral dengan negara-negara mitra. 

- Penyederhanaan Regulasi: Proses perizinan dan persetujuan proyek perlu 

disederhanakan lebih lanjut untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. 

- Pendekatan Sosial dalam Pembebasan Lahan: Pemerintah harus memastikan 

transparansi dan keadilan dalam proses ganti rugi lahan untuk menghindari konflik 

dengan masyarakat. 

- Fokus pada Wilayah Tertinggal: Pembangunan infrastruktur di wilayah timur 

Indonesia harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. 

Modernisasi Sistem Logistik: Fasilitas logistik seperti pelabuhan di wilayah tertinggal 

perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang. 

 

D. Kesimpulan  
Temuan-temuan penelitian dan diskusi yang disajikan di atas memungkinkan kami 

untuk menarik kesimpulan bahwa baik secara kolektif maupun individual tergantung 

pada variabel budaya organisasi seperti inovasi dan pengambilan risiko, orientasi 

hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas / stabilitas, sesuai 

dengan temuan penelitian dan analisis yang disajikan di atas. Menurut hasil uji 

regresi, ketika nilai signifikan kurang dari 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima. Temuan 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan di tempat lain dan 

menunjukkan bahwa budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja. 

Oleh karena itu, jelas bahwa budaya organisasi akan mengembangkan dedikasi dan 

konsistensi yang akan menginspirasi anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan 

tuntutan perubahan kondisi lingkungan. Karena kinerja anggota individu, kinerja 

kelompok, dan bagaimana karyawan merasa memiliki perusahaan atau organisasi 

tidak mudah dipahami tanpa terlebih dahulu memahami budaya, keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan atau organisasi tergantung pada seberapa kuat atau lemah 

budaya organisasinya. 

Penulis juga dapat memberikan umpan balik atau rekomendasi berdasarkan temuan 

diskusi dan kesimpulan yang dibahas di atas, seperti itu untuk meningkatkan 

pentingnya budaya organisasi karena menurut teori yang telah ditetapkan, budaya 

organisasi yang positif akan mengarah pada peningkatan kinerja karyawan. Meskipun 

dipertanyakan seberapa besar budaya perusahaan mempengaruhi kinerja bisnis. 

Namun, kinerja karyawan secara keseluruhan akan meningkat dengan meningkatnya 

budaya organisasi. Selain itu, dengan memberikan ringkasan pengaruh budaya 
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organisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya di PT. Takabonerate, 

penelitian ini diharapkan dapat membantu studi selanjutnya. 
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